
SALINAN 

PERA TURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 173 /PMK.03/2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAYARAN, PELUNASAN, DAN PENGADMINISTRASIAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN 

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG 

KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE 

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

: a. bahwa untuk mendorong ekosistem investasi dan kegiatan 

berusaha dalam rangka periingkatan pertumbuhan 

ekonomi dan daya saing di Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas, diperlukan pengaturan mengenai 

perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas; 

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan

meningkatkan pelayanan, kemudahan berusaha, serta

tertib administrasi sehubungan dengan kegiatan di

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu

mengatur kembali mengenai perlakuan dan tata cara

pembayaran, pelunasan, serta pengadministrasian Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan
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Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari 

dan/ atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 54 ayat 

(3) dan ayat (4), dan Pasal 55 ayat (13) Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan 

Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau 

Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas; 

: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
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2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Peiabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 

4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Peiabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

252, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 4054) sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang 

Penyeienggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6653); 

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 

ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single 

Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1825); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1031); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PEMBAYARAN, PELUNASAN, DAN PENGADMINISTRASIAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN 

NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS 

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA 

PAJAK DARI DAN/ATAU KE KAWASAN PERDAGANGAN 

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang­

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah dan perubahannya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN 

adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang PPN. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya 

disebut PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. 

4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 

selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yan/ 
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berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga 

bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai. 

5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di 

atasnya, serta_ tempat-tempat tertentu di zona ekonomi 

eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 

Undang-Undang Kepabeanan. 

6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain 

yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

J enderal Bea dan Cukai. 

7. Tern pat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya 

disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain KPBPB, 

tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi 

khusus. 

8. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat 

TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang 

memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk 

menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan 

mendapatkan penangguhan bea masuk. 

9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat 

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian 

dan memperoleh fasilitas tertentu. 

10. Pelabuhan adalah pelabuhan laut dan bandar udara. 

11. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN. 

12. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perpajakan. 

perundang-undangan 

f 
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14. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. 

15. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, 

penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang 

dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang 

terutang. 

16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan 

Pengusahaan adalah badan yang dibentuk untuk 

melaksanakan pengelolaan, pengembarigan, dan 

pembangunan KPBPB. 

1 7. Pengusaha di KPBPB adalah pengusaha yang telah 

mendapatkan perizinan berusaha dari Badan 

Pengusahaan. 

18. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan 

Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang­

Undang PPN. 

19. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

20. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat 

oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

21. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah 

dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan 

Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak 

dan/ atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa 
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Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/ atau impor 

Barang Kena Pajak. 

22. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat 

oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean 

dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang­

Undang Kepabeanan. 

23. Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari 

pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas 

pemasukan Barang Kena Pajak dari TLDDP ke KPBPB, 

berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait 

dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut. 

24. Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak yang selanjutnya disebut 

PPBJ adalah pemberitahuan perolehan Barang Kena Pajak 

atau Jasa Kena Pajak, atau pengeluaran/pemasukan 

Barang Kena Pajak yang bukan penyerahan Barang Kena 

Pajak oleh Pengusaha di KPBPB. 

25. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya 

disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang 

mengintegrasikan sistem dan/ atau informasi berkaitan 

dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, 

dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen 

kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, 

yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang 

menjamin keamanan data dan informasi serta 

memadukan alur dan proses informasi antar sistem 

internal secara otomatis. 

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara: 

a. pembayaran, pelunasan, dan pengadministrasian PPN 

atau PPN dan PPnBM atas: 

1. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh 

pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, dan pelaku 

usaha di KEK kepada Pengusaha di KPBPB; 
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· 2. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh 

Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP; 

3. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak di KPBPB oleh Pengusaha 

di KPBPB kepada pengusaha di TLDDP, pengusaha di 

TPB, dan pelaku usaha di KEK; dan 

4. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di TLDDP, 

pengusaha di TPB, pelaku usaha di KEK, dan 

Pengusaha di KPBPB lainnya kepada Pengusaha di 

KPBPB untuk dimanfaatkan di KPBPB; dan 

b. pemeriksaan fisik. 

BAB II 

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK BERWUJUD 

OLEH PENGUSAHA DI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH 

PABEAN, PENGUSAHA DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, 

DAN PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

KEPADA PENGUSAHA DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 

DAN PELABUHAN BEBAS 

Pasal 3 

(1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh 

pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, dan pelaku 

us aha di KEK kepada Pengusaha di KPBPB se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 tidak dipungut 

PPN atau PPN dan PPnBM. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku untuk penyerahan Barang Kena Pajak berwujud 

yang telah dilunasi PPN dengan menggunakan stiker lunas 

PPN dan bahan bakar minyak bersubsidi. 

(3) Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan sepanjang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk; dan 
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b. Barang Kena Pajak berwujud benar-benar telah 

masuk di KPBPB yang dibuktikan dengan pemberian 

Endorsement. 

(4) Pelabuhan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a merupakan Pelabuhan yang telah 

mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan telah 

mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean. 

(5) Dalam hal Pelabuhan belum mendapatkan izin dari 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perhubungan, Pelabuhan yang ditunjuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa 

Pelabuhan yang telah mendapatkan penetapan sebagai 

Kawasan Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

Pasal 4 

(1) Pengusaha di KPBPB yang bermaksud memperoleh 

Barang Kena Pajak berwujud dari pengusaha di TLDDP, 

pengusaha di TPB, a tau pelaku usaha di KEK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus 

membuat PPBJ paling lama sebelum pemasukan Barang 

Kena Pajak berwujud ke KPBPB. 

(2) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat 

clan disampaikan oleh Pengusaha di KPBPB ke: 

a. kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha di KPBPB 

terdaftar; 

b. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang 

Kena Pajak berwujud; clan 

c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

melalui SIN SW. 

(3) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. mencantumkan keterangan mengenai perolehan 

Barang Kena Pajak berwujud; clan 

b. dilampiri dengan salinan perikatan atau perjanjian 

tertulis pembelian Barang Kena Pajak berwujud. 
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(4) Pengusaha di KPBPB dapat melakukan pembetulan 

dan/ a tau pembatalan atas PPBJ sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(5) Pembetulan dan/ atau pembatalan PPBJ sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang 

Pemberitahuan Pabean atas pemasukan Barang Kena 

Pajak berwujud yang tercantum dalam PPBJ dapat 

dilakukan pembetulan dan/ atau pembatalan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan. 

(6) Pembetulan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan atas kesalahan dalam pengisian PPBJ sehingga 

PPBJ tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan 

benar. 

(7) Dalam hal pembetulan PPBJ sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) disebabkan adanya perubahan perikatan atau 

perjanjian tertulis, pembetulan PPBJ harus dilampiri 

dengan salinan perubahan perikatan atau perjanjian 

tertulis perolehan Barang Kena Pajak berwujud. 

(8) Pembatalan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. dilakukan apabila terdapat pembatalan transaksi 

perolehan Barang Kena Pajak berwujud; dan 

b. dilampiri dengan salinan pembatalan perikatan atau 

perjanjian tertulis perolehan Barang Kena Pajak 

berwujud. 

Pasal 5 

(1) PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

menjadi dasar bagi Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, 

Pengusaha Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak 

di KEK yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud 

kepada Pengusaha di KPBPB untuk membuat 1 (satu) 

Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan diberikan 

fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM. 
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(2) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 

pembuatan PPBJ. 

(3) Untuk pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha 

Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK 

harus memastikan bahwa: 

a. PPBJ terdapat pada SINSW melalui sistem informasi 

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan 

b. PPBJ masih berlaku sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

(4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha 

Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK: 

a. tidak menerima PPBJ se bagaimana dimaksud pada 

ayat (1); 

b. menerima PPBJ yang tidak terdapat pada SIN SW; 

dan/atau 

c. menerima PPBJ yang melebihi masa berlakunya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena Pajak 

di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK wajib 

memungut PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan 

Barang Kena Pajak berwujud kepada Pengusaha di 

KPBPB. 

Pasal 6 

(1) Atas: 

a. pemasukan kembali ke KPBPB atas Barang Kena 

Pajak berwujud yang dikeluarkan untuk tujuan 

tertentu dalamjangka waktu tertentu dari KPBPB; 

b. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud asal 

TLDDP, TPB, KEK, atau KPBPB lainnya ke KPBPB 

yang selanjutnya akan dikeluarkan kembali dari 

KPBPB oleh Pengusaha di KPBPB; 

c. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

untuk kegiatan penyerahan atau perolehan jasa oleh 

Pengusaha di KPBPB; a tau 
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d. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

dalam rangka retur, 

tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM. 

(2) Barang Kena Pajak berwujud yang dikeluarkan untuk 

tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari KPBPB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan. 

(3) Pengusaha di KPBPB yang memasukkan Barang Kena 

Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus membuat PPBJ paling lama pada saat: 

a. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

apabila Barang Kena Pajak terse but akan dikeluarkan 

kembali; 

b. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud dari 

KPBPB apabila pemasukan Barang Kena Pajak 

merupakan pemasukan kembali Barang Kena Pajak 

yang sebelumnya dikeluarkan dari KPBPB; atau 

c. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud dalam 

rangka retur. 

(4) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat 

dan disampaikan oleh Pengusaha di KPBPB ke: 

a. kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha di KPBPB 

terdaftar; 

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 

c. Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha di KPBPB 

lainnya, dan Badan Pengusahaan dalam hal 

pemasukan Barang Kena Pajak berwujud terkait 

dengan perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB, 

melalui SIN SW. 

(5) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. mencantumkan keterangan 

transaksi dan PPN yang 

mengenai 

terutang 

ura1an 

atas 

perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak yang melekat 
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dengan barang yang dimasukkan ke KPBPB oleh 

Pengusaha di KPBPB; 

b. dilampiri dengan salinan perikatan atau perjanjian 

tertulis perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak 

tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, atau 

dokumen serah terima barang dalam hal pemasukan 

Barang Kena Pajak berwujud tidak terkait dengan 

perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak; dan 

C. memuat keterangan 

Pengusaha di KPBPB 

mengenai rekening 

yang digunakan 

bank 

untuk 

pembayaran, dalam hal pemasukan Barang Kena 

Pajak berwujud terkait dengan perolehan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/ a tau Jasa Kena 

Pajak. 

(6) Pada saat pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke 

KPBPB, PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

dilampiri dengan Faktur Pajak atas penyerahan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh 

Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena Pajak 

di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK, dalam hal 

pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau J asa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

KPBPB. 

(7) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) merupakan PPN yang terutang 

atas perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB pada 

saat pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB. 

(8) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri 

dengan SSP penyetoran PPN atas penyerahan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh 

Pengusaha di KPBPB kepada pengusaha di TLDDP, 

pengusaha di TPB, atau pelaku usaha di KEK, dalam hal 

pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak tidak 
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berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

KPBPB. 

(9) PPN yang tercantum dalam SSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) merupakan PPN yang terutang atas 

penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau 

Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB pada saat 

pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB. 

Pasal 7 

( 1) Pengusaha di KPBPB dapat melakukan pembetulan 

dan/ atau pembatalan atas PPBJ sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3). 

(2) Dalam hal pembetulan dan/ atau pembatalan PPBJ 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas 

keterangan mengenai pemasukan Barang Kena Pajak 

berwujud, pembetulan dan/ atau pembatalan PPBJ dapat 

dilakukan sepanjang Pemberitahuan Pabean atas 

pemasukan Barang Kena Pajak berwujud yang tercantum 

dalam PPBJ dapat dilakukan pembetulan dan/ atau 

pembatalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

(3) Pembetulan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan atas kesalahan dalam pengisian PPBJ sehingga 

PPBJ tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan 

benar. 

(4) Dalam hal pembetulan PPBJ sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disebabkan adanya perubahan perikatan atau 

perjanjian tertulis, pembetulan PPBJ harus dilampiri 

dengan salinan perubahan perikatan atau perjanjian 

tertulis penyerahan/perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak. 

(5) Pembatalan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. dilakukan apabila terdapat pembatalan pemasukan 

Barang Kena Pajak berwujud; dan 

b. dilampiri dengan salinan pembatalan perikatan atau 

perjanjian tertulis penyerahan/perolehan Barang 
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Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak 

dalam hal pemasukan Barang Kena Pajak berwujud 

sehubungan dengan penyerahan/perolehan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena 

Pajak. 

Pasal 8 

(1) Berdasarkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat ( 1), dilakukan Endorsement secara elektronik 

melalui sis tern yang disediakan oleh Direktorat J enderal 

Pajak. 

(2) Dokumen yang diperlukan dalam rangka Endorsement 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. Pemberitahuan Pabean atas pemasukan Barang Kena 

Pajak berwujud ke KPBPB yang telah didaftarkan 

pada kantor pabean; 

b. surat persetujuan pengeluaran barang dan data 

tanggal realisasi pengeluaran barang dari Kawasan 

Pabean;dan 

c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1), 

tersedia dalam sistem yang disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

(3) Pengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat ( 1) dianggap telah menyampaikan permintaan 

Endorsement yang diberikan secara elektronik. 

Pasal 9 

Endorsement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1): 

a. diberikan sepanjang dokumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) telah lengkap; atau 

b. tidak diberikan sepanjang dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak lengkap. 

Pasal 10 

(1) Endorsement yang diberikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a dapat dibatalkan sepanjan.1/ 
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ditemukan ketidaksesuaian informasi dokumen 

Pemberitahuan Pabean, Faktur Pajak, dan/ atau surat 

persetujuan pengeluaran barang dengan keadaan yang 

sebenarnya atau sesungguhnya. 

(2) Ketidaksesuaian informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh 

kepala kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat kegiatan usaha Pengusaha di KPBPB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

Pasal 11 

(1) Dikecualikan dari ketentuan Endorsement sebagaimana 

dimaksud dalam Pas al 8 ayat ( 1) atas penyerahan Barang 

Kena Pajak berwujud oleh pelaku usaha di KEK yang 

berasal dari sebagian atau keseluruhan wilayah KPBPB 

dan dilakukan selama masa transisi, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai KEK. 

(2) Pemberitahuan hasil Endorsement berupa: 

a. Endorsement diberikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a disampaikan secara elektronik 

kepada: 

1. Pengusaha di KPBPB; dan 

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 

b. Endorsement tidak diberikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b dan Endorsement dibatalkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

disampaikan secara elektronik kepada: 

1. Pengusaha di KPBPB; 

2. Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha 

Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak 

di KEK; dan 

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(3) Ketentuan mengenai contoh format pemberitahuan hasil 

Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 12 

(1) Dalam hal: 

a. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

tidak dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 

a; dan/atau 

b. Endorsement tidak diberikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b atau Endorsement dibatalkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 

atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak 

diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak 

dipungut. 

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang tidak 

diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak 

dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

Pengusaha di KPBPB yang membuat PPBJ sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib membayar PPN atau 

PPN dan PPnBM. 

(3) Dalam hal Pengusaha di KPBPB melakukan pembatalan 

atas PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 

Pengusaha di KPBPB dikecualikan dari kewajiban 

membayar PPN atau PPN dan PPnBM se bagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 

SSP yang kode billing-nya diterbitkan melalui sistem billing 

Direktorat J enderal Pajak. 

(5) Pembuatan kode billing melalui sistem billing Direktorat 

Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan oleh Pengusaha di KPBPB dengan mengakses 

sistem penerbitan kode billing yang disediakan oleh SINSW 

yang terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. 
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(6) SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pengusaha di KPBPB yang memperoleh Barang Kena 

Pajak berwujud; 

b. kode akun pajak 411211 (empat satu satu dua satu 

satu); 

c. kode jenis setoran 122 (satu dua dua); dan 

d. kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan nama 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di KPBPB 

yang memperoleh Barang Kena Pajak berwujud. 

(7) Pengusaha di KPBPB yang tidak membayar PPN atau PPN 

dan PPnBM yang terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak dapat membuat PPBJ untuk transaksi 

berikutnya. 

(8) Pengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dapat membuat PPBJ untuk transaksi berikutnya apabila 

telah melakukan pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM 

dengan menggunakan SSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6). 

(9) Sistem Direktorat Jenderal Pajak terhubung dengan 

SINSW dalam rangka pembuatan kode billing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dan penutupan akses pembuatan 

PPBJ untuk transaksi berikutnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7). 

Pasal 13 

(1) Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena Pajak 

di TPB, dan Pengusaha Kena Pajak di KEK wajib membuat 

Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak 

berwujud kepada Pengusaha di KPBPB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diisi lengkap, jelas, 

dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang perpajakan. 

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

mencantumkan keterangan sebagai berikut: I 
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a. jenis barang diisi dengan nama Barang Kena Pajak 

berwujud sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

atau sesungguhnya beserta kode pos tarif sesuai 

buku tarif kepabeanan Indonesia; 

b. nomor PPBJ yang menjadi dasar pembuatan Faktur 

Pajak; dan 

c. "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT 

BERDASARKAN PP NOMOR 41 TAHUN 2021". 

(3) Saat pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yaitu: 

a. saat penyerahan Barang Kena Pajak berwujud; atau 

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan 

pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang 

Kena Pajak berwujud, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(4) Termasuk dalam pengertian saat penyerahan Barang Kena 

Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a yaitu saat pengiriman Barang Kena Pajak 

berwujud ke KPBPB berdasarkan tanggal bill of lading, 

airway bill, atau delivery order. 

(5) Berdasarkan pembetulan dan/ atau pembatalan PPBJ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pengusaha 

Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan penggantian atau pembatalan Faktur Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(6) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak berwujud tidak 

dapat diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak 

dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), 

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) tidak diwajibkan melakukan penggantian a tau 

pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1). 

(7) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) tidak termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak yang 

dapat mengajukan permohonan pengembalian pada setiap 
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masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

BAB III 

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK BERWUJUD OLEH 

PENGUSAHA DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS KEPADA PENGUSAHA DI TEMPAT LAIN 

DALAM DAERAH PABEAN 

Pasal 14 

( 1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh 

Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 

dikenai PPN. 

(2) Dalam hal Barang Kena Pajak berwujud yang diserahkan 

oleh Pengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan Barang Kena Pajak berwujud yang 

tergolong mewah, atas penyerahan Barang Kena Pajak 

berwujud dimaksud dikenai PPN dan PPnBM. 

Pasal 15 

(1) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan 

Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14, dihitung dengan cara mengalikan tarif 

PPN atau PPnBM dengan Dasar Pengenaan Pajak. 

(2) PPN yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dipungut dan disetor dengan besaran tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(3) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena 

Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa barang dan/ atau bahan baku dari luar Daerah 

Pabean yang tanpa dilakukan pengolahan di KPBPB 

berupa nilai lain, yaitu sebesar nilai berupa uang yang 

menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah 

pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk 
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pemasukan Barang Kena Pajak berwujud dari luar Daerah 

Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut 

menurut Undang-Undang PPN. 

(4) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena 

Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa barang dan/ a tau bahan baku dari TLDDP, TPB, 

atau KEK yang tanpa dilakukan pengolahan di KPBPB 

berupa: 

a. harga jual; atau 

b. nilai lain, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(5) Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena 

Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa barang hasil produksi di KPBPB berupa: 

a. harga jual; atau 

b. nilai lain, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(6) Saat terutang PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 yaitu pada saat Barang Kena 

Pajak berwujud dikeluarkan dari KPBPB. 

(7) Termasuk penyerahan Barang Kena Pajak berwujud 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu penyerahan 

hasil tembakau. 

(8) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan 

Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 wajib dipungut oleh Pengusaha di KPBPB 

yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud kepada 

pembeli. 

(9) Termasuk penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang 

dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) yaitu penyerahan Barang Kena 

Pajak berwujud oleh Pengusaha di KPBPB kepada 

pemungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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Pasal 16 

( 1) PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atas penyerahan 

Barang Kena Pajak berwujud berupa: 

a. barang dan/ atau bahan baku dari luar Daerah 

Pabean yang tanpa dilakukan pengolahan di KPBPB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); atau 

b. barang hasil produksi di KPBPB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), 

disetor melalui bank atau pos persepsi, dengan 

menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh sistem 

billing Direktorat J enderal Bea dan Cukai sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan. 

(2) PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atas penyerahan 

Barang Kena Pajak berwujud berupa barang dan/ atau 

bahan baku dari TLDDP, TPB, atau KEK yang tanpa 

dilakukan pengolahan di KPBPB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (4) disetor melalui kantor pos, bank 

persepsi, atau lembaga persepsi lainnya yang ditunjuk 

oleh Menteri, dengan menggunakan SSP. 

(3) Kode billing yang diterbitkan oleh sistem billing Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) atau SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

dapat diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak pembeli Barang Kena Pajak berwujud; 

b. kode akun pajak dan/ atau kode jenis setoran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan; dan 

c. kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan nama 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di KPBPB 

yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud. 

(4) Penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) 

dilakukan paling lama pada saat Barang Kena Pajak 

berwujud tersebut dikeluarkan dari KPBPB. 
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(5) Dalam hal Pengusaha di KPBPB yang mengeluarkan 

Barang Kena Pajak berwujud dapat melakukan 

pembayaran berkala atas bea masuk dan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan, penyetoran 

PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) mengikuti ketentuan mengenai tata cara 

pembayaran berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

(6) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh 

Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan 

penyerahan hak atas Barang Kena Pajak berwujud yang 

berada di TLDDP, penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM 

yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada saat: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud; atau 

b. pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum 

penyerahan Barang Kena Pajak berwujud, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(7) Pemberitahuan Pabean yang dilampiri bukti penerimaan 

negara atas pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau SSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 

dengan Faktur Pajak. 

(8) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak berwujud tidak 

disertai pengeluaran barang dari KPBPB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), SSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) yang dilampiri dengan invois merupakan dokumen 

tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan 

Faktur Pajak. 

(9) PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang 

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), 

merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh 
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Pengusaha Kena Pajak sebagai pembeli Barang Kena Pajak 

berwujud sepanjang memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

pada kode billing atau SSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) memuat nama, Nomor Pokok Wajib 

Pajak, dan alamat Pengusaha Kena Pajak sebagai 

pembeli Barang Kena Pajak berwujud; dan 

b. memenuhi ketentuan mengenai pengkreditan Pajak 

Masukan sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(10) Ketentuan mengenai contoh pengisian SSP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 17 

(1) Atas pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud asal luar 

Daerah Pabean dari KPBPB ke TLDDP oleh Pengusaha di 

KPBPB yang bukan merupakan penyerahan Barang Kena 

Pajak berwujud, Pengusaha di KPBPB wajib melunasi PPN 

atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak 

berwujud dimaksud yang pada saat pemasukan dari luar 

Daerah Pabean ke KPBPB telah diberikan fasilitas PPN 

atau PPN dan PPnBM tidak dipungut. 

(2) Dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN atau PPN dan 

PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Barang 

Kena Pajak berwujud yang atas: 

a. pemasukannya dari luar Daerah Pabean; atau 

b. penyerahannya dari KPBPB ke TLDDP, 

tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN atau 

PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(3) Pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sehubungan dengan 

pemasukan Barang Kena Pajak berwujud dari luar Daerah 

Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oli 
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sis tern billing Direktorat J enderal Bea dan Cukai sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di 

bidang kepabeanan. 

(4) Pemberitahuan Pabean yang dilampiri dengan bukti 

penerimaan negara atas pelunasan PPN atau PPN dan 

PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 

dengan Faktur Pajak. 

(5) PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang 

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pajak 

Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena 

Pajak pemilik barang sepanjang memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

pada kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pengusaha Kena Pajak sebagai pemilik barang; dan 

b. memenuhi ketentuan mengenai pengkreditan Pajak 

Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Pasal 18 

( 1) Dikecualikan dari pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang tidak 

dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN atau 

PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan; 

b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang telah 

dilunasi PPN-nya dengan menggunakan stiker lunas 

PPN; dan/atau 

C. pengeluaran barang dari KPBPB 

merupakan penyerahan Barang 

berwujud. 

yang bukan 

Kena Pajak 
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(2) Pengeluaran barang yang bukan penyerahan Barang Kena 

Pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi: 

a. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud asal luar 

Daerah Pabean untuk tujuan tertentu dalam jangka 

waktu tertentu dari KPBPB ke TLDDP sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan; 

b. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud asal luar 

Daerah Pabean dalam jangka waktu tertentu dari 

KPBPB ke TPB, KEK, atau KPBPB lainnya; 

c. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud asal selain 

luar Daerah Pabean dalamjangka waktu tertentu dari 

KPBPB ke TLDDP, TPB, KEK, atau KPBPB lainnya; 

d. pengeluaran kembali dari KPBPB oleh Pengusaha di 

KPBPB atas Barang Kena Pajak berwujud asal 

TLDDP, TPB, KEK, atau KPBPB lainnya; 

e. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud kepada 

pemilik barang yang dihasilkan dari kegiatan jasa 

oleh Pengusaha di KPBPB, paling sedikit berupa 

barang hasil maklon, barang hasil perbaikan dan 

perawatan, dan barang yang ditimbun oleh 

pengusaha logistik di KPBPB; 

f. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud untuk 

kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi 

serta panas bumi yang atas impornya diberikan 

fasilitas PPN tidak dipungut, dibebaskan dari 

pengenaan PPN, atau PPN ditanggung pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai PPN ditanggung 

pemerintah, dan sepanjang pengeluaran Barang Kena 

Pajak berwujud tersebut tidak untuk tujuan 

pengalihan hak; atau 

g. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud berupa 

pengemas yang dipakai berulang-ulang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan. 
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(3) Jangka waktu pengeluaran barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d 

s.esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang kepabeanan. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal sampai dengan jangka waktu tertentu 

Pengusaha di KPBPB tidak memasukkan kembali Barang 

Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c ke KPBPB, 

pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud tersebut 

merupakan penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh 

Pengusaha di KPBPB yang dikenai PPN atau PPN dan 

PPnBM. 

(2) Dasar Pengenaan Pajak atas PPN atau PPN dan PPnBM 

yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa nilai lain sebesar harga pasar wajar. 

(3) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dipungut oleh Pengusaha di 

KPBPB yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud. 

(4) Dikecualikan dari kewajiban pemungutan PPN atau PPN 

dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 

penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang 

mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak 

dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN 

dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(5) PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atas penyerahan 

Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disetor melalui bank atau 

pos persepsi, dengan menggunakan kode billing yang 

diterbitkan oleh sistem billing Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang kepabeanan. 

(6) PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atas penyerahan 

Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c disetor melal/ 
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kantor pos, bank persepsi, atau lembaga persepsi lainnya 

yang ditunjuk oleh Menteri, dengan menggunakan SSP 

yang kode billing-nya diterbitkan melalui sistem billing 

Direktorat Jenderal Pajak. 

(7) Pembuatan kode billing melalui sistem billing Direktorat 

Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan oleh Pengusaha di KPBPB dengan mengakses 

sistem penerbitan kode billing yang disediakan oleh SINSW 

yang terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. 

(8) Kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau SSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pengusaha di KPBPB yang menyerahkan Barang 

Kena Pajak berwujud; 

b. kode akun pajak 411211 (empat satu satu dua satu 

satu) dan kodejenis setoran 122 (satu dua dua) dalam 

hal pembayaran menggunakan SSP, atau kode akun 

pajak 411211 (empat satu satu dua satu satu) dalam 

hal pembayaran menggunakan kode billing yang 

diterbitkan oleh sistem billing Direktorat J enderal Bea 

dan Cukai; dan 

c. kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan nama 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di KPBPB. 

Pasal 20 

(1) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pengusaha di KPBPB 

tidak mengeluarkan kembali Barang Kena Pajak berwujud 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d 

dari KPBPB, pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke 

KPBPB dari TLDDP merupakan perolehan Barang Kena 

Pajak berwujud oleh Pengusaha di KPBPB yang dikenai 

PPN atau PPN dan PPnBM. 
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(2) Dasar Pengenaan Pajak atas PPN atau PPN dan PPnBM 

yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa nilai lain sebesar harga pasar wajar. 

(3) PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) wajib disetor oleh Pengusaha di 

KPBPB yang memperoleh Barang Kena Pajak berwujud 

melalui kantor pos, bank persepsi, atau lembaga persepsi 

lainnya yang ditunjuk oleh Menteri, dengan menggunakan 

SSP yang kode billing-nya diterbitkan melalui sistem billing 

Direktorat Jenderal Pajak. 

(4) Pembuatan kode billing melalui sistem billing Direktorat 

Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan oleh Pengusaha di KPBPB dengan mengakses 

sis tern penerbitan kode billing yang disediakan oleh SINSW 

yang terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. 

(5) Dikecualikan dari kewajiban pelunasan PPN atau PPN dan 

PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 

penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang 

mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak 

dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN 

dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(6) SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diisi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pengusaha di KPBPB yang memperoleh Barang Kena 

Pajak berwujud; 

b. kode akun pajak 411211 (empat satu satu dua satu 

satu); 

c. kode jenis setoran 122 (satu dua dua); dan 

d. kolom W ajib Pajak a tau penyetor diisi dengan nama 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di KPBPB. 

Pasal 21 

Selain dikenai PPN atau PPN dan PPnBM, Pengusaha di KPBPB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 2/ 
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ayat ( 1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan yang dihitung sejak 

saat: 

a. Barang Kena Pajak berwujud dikeluarkan dari KPBPB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a 

sampai dengan huruf c; atau 

b. Barang Kena Pajak berwujud dimasukkan ke KPBPB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, 

sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal 

diterbitkannya surat ketetapan pajak. 

Pasal 22 

Pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud 

dari KPBPB dikecualikan untuk pengeluaran Barang Kena 

Pajak berwujud dengan tujuan angkut terus atau angkut lanjut 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan. 

Pasal 23 

(1) Barang Kena Pajak berwujud dapat dikeluarkan dari 

KPBPB sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan. 

(2) Termasuk dalam pemenuhan kewajiban pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kewajiban 

melampirkan: 

a. invois atau faktur penjualan; dan 

b. bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 17 ayat (4) atau SSP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7). 

(3) Dalam hal pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang tidak 

dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN 

dan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 

(1) huruf a, kewajiban melampirkan bukti penerima/ 
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negara atau SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b diganti dengan melampirkan surat keterangan 

bebas PPN atau surat keterangan tidak dipungut PPN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bi dang perpaj akan. 

(4) Dalam hal pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud 

bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak 

berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 

huruf a sampai dengan huruf e, kewajiban melampirkan 

bukti penerimaan negara atau SSP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b diganti dengan 

melampirkan: 

a. PPBJ; 

b. SSP penyetoran PPN atas penyerahan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh 

Pengusaha di KPBPB yang terutang pada saat 

pengeluaran barang, dalam hal PPBJ mencantumkan 

keterangan penyerahan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak yang melekat 

pada barang bergerak yang dikeluarkan oleh 

Pengusaha di KPBPB; dan 

c. Faktur Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha 

di KPBPB yang terutang pada saat pengeluaran 

barang, dalam hal PPBJ mencantumkan keterangan 

perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak yang melekat pada barang 

bergerak yang dikeluarkan oleh Pengusaha di KPBPB. 

(5) Dalam hal pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

merupakan pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud 

untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas 

bumi serta panas bumi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (2) huruf f, kewajiban melampirkan SSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diganti 

dengan melampirkan: 

a. dokumen serah terima barang; dan 
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b. masterlist atau dokum.en dengan nam.a lain yang 

m.em.punyai fungsi sam.a dengan masterlist untuk 

perusahaan kontraktor m.inyak dan gas bum.i serta 

panas bum.i sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

(6) Dikecualikan dari ketentuan m.enyam.paikan bukti 

penerim.aan negara atau SSP sebagaim.ana dim.aksud 

pada ayat (2) huruf b yaitu pengeluaran Barang Kena 

Pajak berwujud sebagaim.ana dim.aksud pada ayat (1) yang 

m.erupakan: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang tidak 

dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN atau 

PPN dan PPnBM yang m.enurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan diberikan 

fasilitas dim.aksud tanpa m.enggunakan surat 

keterangan bebas PPN atau surat keterangan tidak 

dipungut PPN; dan/atau 

b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang telah 

dilunasi PPN-nya dengan m.enggunakan stiker lunas 

PPN. 

Pasal 24 

( 1) Pengusaha di KPBPB yang m.engeluarkan Barang Kena 

Pajak berwujud sebagaim.ana dim.aksud dalam. Pasal 18 

ayat (2) huruf a sam.pai dengan huruf e harus m.em.buat 

PPBJ paling lam.a pada saat: 

a. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud dari 

KPBPB apabila Barang Kena Pajak tersebut akan 

dim.asukkan kem.bali; 

b. pem.asukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

apabila pengeluaran Barang Kena Pajak m.erupakan 

pengeluaran kem.bali Barang Kena Pajak yang 

sebelum.nya dim.asukkan ke KPBPB; atau 

c. pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud dalam. 

rangka retur. 

(2) PPBJ sebagaim.ana dim.aksud pada ayat (1) harus dibuat 

dan disam.paikan oleh Pengusaha di KPBPB ke: 
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a. kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha di KPBPB 

terdaftar; 

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 

c. Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha di KPBPB 

lainnya dan Badan Pengusahaan dalam hal 

pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud terkait 

dengan perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB, 

melalui SINSW. 

(3) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. mencantumkan keterangan mengenai uraian 

transaksi dan PPN yang terutang atas 

perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang melekat 

dengan barang yang dikeluarkan dari KPBPB oleh 

Pengusaha di KPBPB; 

b. dilampiri dengan salinan perikatan atau perjanjian 

tertulis perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak 

tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak atau 

dokumen serah terima barang dalam hal pengeluaran 

Barang Kena Pajak berwujud tidak terkait dengan 

perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak; dan 

c. memuat keterangan 

Pengusaha di KPBPB 

mengenai rekening 

yang digunakan 

bank 

untuk 

pembayaran dalam hal pengeluaran Barang Kena 

Pajak berwujud terkait dengan perolehan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena 

Pajak. 

(4) Pada saat pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud dari 

KPBPB, PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilampiri dengan Faktur Pajak atas penyerahan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/ a tau Jasa Kena Pajak oleh 

Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena Pajak 

di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK, dalam hal 

pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud dari KPBPB 
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terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

KPBPB. 

(5) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) merupakan PPN yang terutang 

atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

pada saat pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud dari 

KPBPB. 

(6) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilampiri 

dengan SSP penyetoran PPN atas penyerahan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh 

Pengusaha di KPBPB kepada pengusaha di TLDDP, 

pengusaha di TPB, atau pelaku usaha di KEK, dalam hal 

pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud dari KPBPB 

terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

KPBPB. 

(7) PPN yang tercantum dalam SSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) merupakan PPN yang terutang atas 

penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau 

Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB pada saat 

pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud dari KPBPB. 

Pasal 25 

( 1) Pengusaha di KPBPB dapat melakukan pembetulan 

dan/atau pembatalan atas PPBJ sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (1). 

(2) Dalam hal pembetulan dan/ atau pembatalan PPBJ 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas 

keterangan mengenai pengeluaran Barang Kena Pajak 

berwujud, pembetulan dan/ atau pembatalan PPBJ dapat 

dilakukan sepanJang Pemberitahuan Pabean atas 

pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud yang tercantum 

dalam PPBJ dapat dilakukan pembetulan dan/ a tau 

pembatalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 
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(3) Pembetulan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan atas kesalahan dalam pengisian PPBJ sehingga 

PPBJ tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan 

benar. 

(4) Dalam hal pembetulan PPBJ sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disebabkan adanya perubahan perikatan atau 

perjanjian tertulis, pembetulan PPBJ harus dilampiri 

dengan salinan perubahan perikatan atau perjanjian 

tertulis penyerahan/perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak. 

(5) Pembatalan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. dilakukan apabila terdapat pembatalan pengeluaran 

Barang Kena Pajak berwujud; dan 

b. dilampiri dengan salinan pembatalan perikatan atau 

perjanjian tertulis penyerahan/ perolehan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak 

dalam hal pemasukan Barang Kena Pajak berwujud 

sehubungan dengan penyerahan/ perolehan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena 

Pajak. 

BAB IV 

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD 

DAN/ATAU JASA KENA PAJAK OLEH PENGUSAHA DI 

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 

KEPADA PENGUSAHA DI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH 

PABEAN, PENGUSAHA DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, 

DAN PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

Pasal 26 

(1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak di KPBPB oleh Pengusaha di 

KPBPB kepada pengusaha di TLDDP untuk dimanfaatkan 

di TLDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

angka 3 dikenai PPN. 
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(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB 

kepada pengusaha di TPB untuk dimanfaatkan di TPB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 

dikenai PPN. 

(3) Dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu penyerahan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang 

tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

(4) Atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

KPBPB kepada pelaku usaha di KEK untuk dimanfaatkan 

di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

angka 3 dikenai PPN. 

(5) Dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu 

oleh Pengusaha di KPBPB kepada pelaku usaha di KEK 

yang tidak dipungut PPN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(6) Termasuk penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yaitu penyerahan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh 

Pengusaha di KPBPB kepada pemungut PPN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

(7) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh 

Pengusaha di KPBPB kepada pelaku usaha di KEK untuk 

dimanfaatkan di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf a angka 3 tidak dipungut PPN. 

Pasal 27 

(1) Saat terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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(2) Dasar Pengenaan Pajak atas PPN yang terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

(3) PPN yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipungut oleh Pengusaha di KPBPB kepada orang pribadi 

atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak. 

(4) PPN yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), disetor ke kas negara oleh Pengusaha di KPBPB 

yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak, melalui kantor pos, bank 

persepsi, atau lembaga persepsi lainnya yang ditunjuk 

oleh Menteri, dengan menggunakan SSP. 

(5) Penyetoran PPN yang telah dipungut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama pada akhir 

bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan. 

(6) SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

dapat diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak orang pribadi atau badan yang memanfaatkan 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 

Kena Pajak; 

b. kode akun pajak dan kode jenis setoran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan; dan 

c. kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan nama 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di KPBPB 

yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak. 

(7) SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilampiri 

dengan invois dan perikatan atau perjanjian tertulis, 

merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya 

dipersamakan dengan Faktur Pajak. 

(8) PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang 

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pajak 

Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak sepanjang memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

pada SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

memuat nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat 

Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena 

Pajak; dan 

b. memenuhi ketentuan mengenai pengkreditan Pajak 

Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(9) Ketentuan mengenai contoh pengisian SSP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

BABV 

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD 

DAN/ ATAU JASA KENA PAJAK OLEH PENGUSAHA DI 

TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN, PENGUSAHA DI 

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, PELAKU USAHA DI 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS, DAN PENGUSAHA DI 

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 

LAINNYA KEPADA PENGUSAHA DI KAWASAN 

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 

Pasal 28 

(1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh 

pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, atau pelaku 

usaha di KEK kepada Pengusaha di KPBPB untuk 

dimanfaatkan di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a angka 4 tidak dipungut PPN. 

(2) Atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

TLDDP yang dihasilkan di TLDDP untuk dimanfaatkan di 
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KPBPB oleh Pengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a angka 4 dipungut PPN. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu oleh 

pengusaha di TLDDP yang dihasilkan di TLDDP untuk 

dimanfaatkan di KPBPB oleh Pengusaha di KPBPB tidak 

dipungut PPN. 

(4) Atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

TLDDP yang dihasilkan di KPBPB untuk dimanfaatkan di 

KPBPB oleh Pengusaha di KPBPB dibebaskan dari 

pengenaan PPN. 

(5) Atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu oleh pengusaha 

di TPB atau pelaku usaha di KEK yang dihasilkan di TPB 

atau KEK untuk dimanfaatkan di KPBPB oleh Pengusaha 

di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

angka 4 tidak dipungut PPN. 

(6) Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (5) merupakan Jasa Kena Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai batasan kegiatan danjenis Jasa Kena 

Pajak yang atas ekspornya dikenai PPN. 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) 

dan ayat (5) berlaku untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan dibebaskan dari pengenaan PPN. 

(8) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB 

lainnya kepada Pengusaha di KPBPB untuk dimanfaatkan 

di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

angka 4 dibebaskan dari pengenaan PPN. 

Pasal 29 

( 1) Pengusaha di KPBPB yang bermaksud memperoleh 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena 

Pajak dari pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, pelaku 

usaha di KEK, atau Pengusaha di KPBPB lainn/ 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (3), 

ayat (5), dan ayat (8) harus membuat PPBJ. 

(2) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat 

dan disampaikan oleh Pengusaha di KPBPB ke: 

a. kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha di KPBPB 

terdaftar; 

b. Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha di KPBPB 

lainnya yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak; dan 

c. Badan Pengusahaan, 

melalui SINSW. 

(3) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. mencantumkan keterangan mengenai perolehan 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 

Kena Pajak; 

b. dilampiri dengan salinan perikatan atau perjanjian 

tertulis perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak; dan 

C. memuat keterangan 

Pengusaha di KPBPB 

pembayaran. 

mengenai rekening 

yang digunakan 

bank 

untuk 

(4) Pengusaha di KPBPB dapat melakukan pembetulan 

dan/ atau pembatalan atas PPBJ sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(5) Pembetulan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan atas kesalahan dalam pengisian PPBJ sehingga 

PPBJ tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan 

benar. 

(6) Dalam hal pembetulan PPBJ sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) disebabkan adanya perubahan perikatan atau 

perjanjian tertulis, pembetulan PPBJ harus dilampiri 

dengan salinan perubahan perikatan atau perjanjian 

tertulis perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak. 

(7) Pembatalan PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
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a. dilak:ukan dalam hal terdapat pembatalan transaksi 

perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak; dan 

b. dilampiri dengan salinan pembatalan perikatan atau 

perjanjian tertulis perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak. 

(8) Dalam hal perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melekat pada Barang Kena Pajak berwujud yang 

dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari KPBPB, PPBJ 

atas perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang PPN pada saat 

pemasukan atau pengeluaran Barang Kena Pajak 

berwujud menggunakan PPBJ sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 24 ayat ( 1). 

Pasal 30 

(1) PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 

men j adi dasar bagi: 

a. Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena 

Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK 

yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak kepada 

Pengusaha di KPBPB untuk membuat 1 (satu) Faktur 

Pajak yang sesuai dengan ketentuan diberikan 

fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5); atau 

b. Pengusaha di KPBPB lainnya yang menyerahkan 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 

Kena Pajak kepada Pengusaha di KPBPB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) untuk 

membe baskan dari pengenaan PPN atas penyerahan 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 

Kena Pajak. 

(2) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 

pembuatan PPBJ. 
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(3) Untuk pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, 

Pengusaha Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak 

di KEK harus memastikan: 

a. melalui sistem informasi yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak bahwa PPBJ terdapat pada 

SINSW; dan 

b. PPBJ masih berlaku sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

(4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha 

Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK: 

a. tidak menerima PPBJ se bagaimana dimaksud pada 

ayat (1); 

b. menerima PPBJ yang tidak terdapat pada SINSW; 

dan/atau 

c. menerima PPBJ yang melebihi masa berlakunya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena Pajak 

di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK wajib 

memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha di 

KPBPB. 

Pasal 31 

(1) Dalam hal Barang Kena Pajak tidak berwujud d,an/atau 

Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam PPBJ yang telah 

dibuatkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) huruf a: 

a. bukan merupakan Jasa Kena Pajak tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dalam 

hal transaksi merupakan penyerahan Jasa Kena 

Pajak; atau 

b. tidak dimanfaatkan di KPBPB, 

atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), tidak diberikan 

fasilitas PPN tidak dipungut. I 
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(2) Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena 

Pajak tidak dimanfaatkan di KPBPB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang memenuhi 

ketentuan paling sedikit: 

a. penerima Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak bukan Pengusaha di 

KPBPB; dan/atau 

b. tidak terdapat realisasi pembayaran dari Pengusaha 

di KPBPB kepada Pengusaha yang menyerahkan 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 

Kena Pajak, 

berdasarkan perikatan atau perjanjian tertulis. 

(3) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak yang tidak diberikan fasilitas 

PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengusaha di KPBPB yang membuat PPBJ sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib membayar PPN. 

(4) Dalam hal Pengusaha di KPBPB melakukan pembatalan 

atas PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengusaha di KPBPB dikecualikan dari kewajiban 

membayar PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dengan menggunakan SSP yang kode billing­

nya diterbitkan melalui sistem billing Direktorat Jenderal 

Pajak. 

(6) Pembuatan kode billing melalui sistem billing Direktorat 

Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilakukan oleh Pengusaha di KPBPB dengan mengakses 

sistem penerbitan kode billing yang disediakan oleh SINSW 

yang terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. 

(7) SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diisi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pengusaha di KPBPB yang memperoleh Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak; 
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b. kode akun pajak 411211 (empat satu satu dua satu 

satu); 

c. kode jenis setoran 122 (satu dua dua); dan 

d. kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan nama 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di KPBPB. 

(8) Pengusaha di KPBPB yang tidak membayar PPN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat 

membuat PPBJ untuk transaksi berikutnya. 

(9) Pengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dapat membuat PPBJ untuk transaksi berikutnya apabila 

telah melakukan pembayaran PPN dengan menggunakan 

SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

Pasal 32 

(1) Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena Pajak 

di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK wajib membuat 

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 

(1) huruf a yang diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mencantumkan keterangan sebagai berikut: 

a. nomor PPBJ yang menjadi dasar pembuatan Faktur 

Pajak; dan 

b. "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT 

BERDASARKAN PP NOMOR 41 TAHUN 2021". 

(3) Berdasarkan pembetulan dan/ atau pembatalan PPBJ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), 

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat melakukan penggantian dan/atau pembatalan 

Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak melakukan penggantian atau pembatalan Faktur 

Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/ atau Jasa Kena Pajak yang tidak dapat diberikan 

fasilitas PPN tidak dipungut. ) 
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BAB VI 

PEMERIKSAAN FISIK 

Pasal 33 

( 1) Dalam rangka pemberian fasilitas PPN atau PPN dan 

PPnBM tidak dipungut atas perolehan Barang Kena Pajak 

oleh Pengusaha di KPBPB dari Pengusaha Kena Pajak di 

TLDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 

Endorsement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

( 1) dapat disertai dengan pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan: 

a. manajemen risiko; 

b. nota intelijen di bidang perpajakan; atau 

c. nota hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. 

(3) Pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 

secara bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak dan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(4) Pemeriksaan fisik berdasarkan nota intelijen di bidang 

perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

(5) Pemeriksaan fisik berdasarkan nota intelijen di bidang 

kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. 

(6) Pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan nota 

intelijen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, dilakukan: 

a. di tempat penyimpanan barang milik pengusaha; dan 

b. dengan pemeriksaan tujuan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 
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(7) Dalam melaksanakan pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Direktorat Jenderal Pajak dapat 

meminta bantuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

(8) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas 

Pemberitahuan Pabean. 

(9) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) ditandatangani oleh: 

a. pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan 

pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dalam hal pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3); atau 

b. pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam hal 

pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4). 

Pasal 34 

(1) Terhadap barang asal TLDDP yang dimasukkan ke KPBPB 

yang akan dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1), pejabat melekatkan 

tanda pengaman saat pengeluaran barang dari Kawasan 

Pabean setelah mendapat surat persetujuan pengeluaran 

barang. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan 

pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah 

ditetapkan sebagai KPBPB. 

(3) Tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disediakan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Pasal 35 

(1) Penerapan manajemen risiko dalam rangka melaksanakan 

Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan profil 

risiko yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

(2) Profil risiko yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data 
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dan/ atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi 

Direktorat Jenderal Pajak. 

(3) Data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat berasal dari profil risiko yang dikelola oleh 

Badan Pengusahaan. 

(4) Dalam hal profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) belum tersedia, dapat digunakan metode acak yang 

ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Pasal 36 

( 1) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan: 

a. sesuai tata cara pemeriksaan tujuan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan 

kecuali diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini; 

dan 

b. dengan kriteria pencocokan data dan/atau alat 

keterangan. 

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b, 

pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak berwenang: 

a. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari 

pengusaha;dan/atau 

b. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan 

dari Badan Pengusahaan dan/ atau pihak ketiga yang 

mempunya1 hubungan dengan pengusaha yang 

diperiksa. 

(3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat 

pemberitahuan pemeriksaan fisik disampaikan kepada 

pengusaha atau kuasanya sampai dengan tanggal laporan 

hasil pemeriksaan fisik. 

(4) Hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan fisik 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan. 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) menunjukan bahwa Barang Kena Pajak yang 

diberikan fasilitas PPN atau PPN clan PPnBM tidak 

dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1): 

a. telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, 

Endorsement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat ( 1) diberikan; atau 

b. tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, 

Endorsement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1) tidak diberikan. 

(6) Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak diberikan 

Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 

b, Pengusaha di KPBPB wajib membayar PPN atau PPN 

clan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(2). 

(7) Tindakan penagihan terkait kewajiban pembayaran PPN 

atau PPN clan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6), dapat dilakukan oleh DirektoratJenderal Pajak dengan 

melibatkan Direktorat Jenderal Bea clan Cukai, clan/ atau 

Badan Pengusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 37 

( 1) Dalam hal SIN SW belum tersedia, terdapat gangguan pada 

sistem, dan/atau terdapat keadaan kahar, pelaksanaan: 

a. pembuatan PPBJ sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), clan 

Pasal 29 ayat (1) serta pembetulan dan/atau 

pembatalan PPBJ sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), clan 

Pasal 29 ayat (4) oleh Pengusaha di KPBPB; clan 
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b. penyampaian PPBJ sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), 

clan Pasal 29 ayat (2), 

dilakukan secara manual. 

(2) PPBJ yang dibuat secara manual sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat keterangan 

sesuai dengan contoh format. 

(3) Ketentuan mengenai contoh format PPBJ sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 38 

( 1) Dalam hal sistem Endorsement secara elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) belum 

tersedia, terdapat gangguan pada sistem, clan/ atau 

terdapat keadaan kahar, kepala kantor pelayanan pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 

Pengusaha di KPBPB: 

a. meminta kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Pengusaha 

di KPBPB; 

b. melakukan penelitian kelengkapan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; clan 

dokumen 

c. menyampaikan hasil Endorsement 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), 

sebagaiman0, 

secara manual. 

(2) Atas permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, Pengusaha di KPBPB 

harus menyampaikan fotokopi dokumen yang diminta 

dengan menunjukkan dokumen aslinya paling lama 14 

(em pat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman 

surat permintaan kelengkapan dokumen. 

(3) Jangka waktu penyelesaian Endorsement sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal dokumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterima secara lengkap. 
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(4) Dalam hal Endorsement disertai dengan pemeriksaan fisik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), jangka 

waktu penyelesaian Endorsement sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) selama 1 7 (tujuh belas) hari kerja. 

(5) Dalam hal kepala kantor pelayanan pajak tidak 

menyelesaikan Endorsement dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 

Endorsement dianggap diberikan. 

(6) Dalam hal penyampaian kelengkapan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasakan kepada 

pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dokumen 

dan/ atau tanggapan terse but hams dilampiri dengan 

surat kuasa dari Pengusaha di KPBPB dan/ atau 

Pengusaha Kena Pajak. 

Pasal 39 

(1) Ketentuan mengenai pembayaran, pelunasan, dan 

pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

dari atau ke KPBPB dalam Peraturan Menteri ini berlaku 

secara mutatis mutandis di KPBPB Sabang. 

(2) Ketentuan mengenai pembayaran, pelunasan, dan 

pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak 

dari atau ke KPBPB dalam Peraturan Menteri ini berlaku 

atas: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak di KEK; 

b. penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena 

Pajak dari KEK ke TLDDP, TPB, KEK lainnya, atau 

KPBPB; dan/ atau 

c. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak ke KEK dari TLDDP, TPB, KEK lainnya, atau 

KPBPB, 

oleh pelaku usaha dan/ a tau badan usaha di KEK yang 

berasal dari sebagian atau keseluruhan wilayah KPBPB 
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selama masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai KEK. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPN atau PPN 

dan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ a tau 

Jasa Kena Pajak di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. tata cara pembayaran atas PPN atau PPN dan PPnBM 

yang dipungut oleh pelaku usaha dan/ atau badan 

usaha di KEK dilakukan dengan menggunakan SSP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan 

b. penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama pada 

akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak. 

(4) Dikecualikan dari kewajiban pemungutan PPN atau PPN 

dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

di KEK yang diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai KEK. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 40 

(1) Terhadap Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha 

Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK 

yang membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha 

di KPBPB sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dikecualikan dari 

ketentuan untuk membuat Faktur Pajak berdasarkan 

PPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau 

Pasal 30 ayat (1) huruf a. 

(2) Atas permintaan Endorsement yang diterima oleh 

pejabat/pegawai Endorsement sejak tanggal 2 Februari 
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2021 sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 

diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, 

Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak 

Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Pengeluaran dan/ a tau Penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan 

Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan 

Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam 

Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata 

Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, 

Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah 

Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain 

Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. 

(3) Sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan Peraturan 

Menteri ini mulai berlaku, atas: 

a. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

b. pengeluaran barang dari KPBPB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf c; dan 

c. pemungutan dan pembayaran PPN atau PPN dan 

PPnBM, 

mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata 

Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, 

Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/ a tau 

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak 

dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah 
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Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain 

Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata 

Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, 

Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/ atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak 

dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah 

Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Tern pat Lain 

Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 41 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua 

peraturan atau keputusan yang merupakan pelaksanaan dari: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 

tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, 

Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai 

dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas 

Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Be bas ke Tempat 

Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/ atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, 

Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak 

Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Pengeluaran dan/ atau Penyerahan Barang 
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Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan 

Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan 

Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah 

Pabean ke Kawasan Bebas; dan 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 

tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan 

Barang Kena Pajak Dari Tempat Lain dalam Daerah 

Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Sabang, 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

Pasal 42 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 

tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, 

Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai 

dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas 

Pengeluaran dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat 

Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/ atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak 

dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, 

Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak 

Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan 

Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan 

Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam 
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Daerah Pabean ke Kawasan Be bas (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1678); dan 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 

ten tang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan 

Barang Kena Pajak, Dari Tempat Lain dalam Daerah 

Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Sabang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 524), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 43 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 November 2021 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

pada tanggal 2 Desember 2021 

DIREKTUR JENDERAL 

.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1316 

· Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

...- <1-1-:b. 
Ke.paiJ\ S /J[g-tan ministrasi Kementerian 

,: ,....~ / 't:, 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 173/PMK.03/2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAYARAN, PELUNASAN, DAN 

PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA 

PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE 

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 

BEBAS 

CONTOH PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PENYETORAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK 

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA 

PAJAK DAN/ ATAU JASA KENA PAJAK OLEH PENGUSAHA DI KAWASAN 

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SERTA CONTOH FORMAT 

PEMBERITAHUAN HASIL ENDORSEMENTDAN PEMBERITAHUAN 

PEROLEHAN ATAU PENGELUARAN BARANG KENA PAJAK 

ATAU JASA KENA PAJAK 

A. CONTOH PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PENYETORAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN 

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG 

KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK OLEH PENGUSAHA DI 

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 

1. Contoh pencantuman nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli 

Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak: 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB 

• PT ABC (Pengusaha di KPBPB) dengan Nomor Pokok Wajib 

Pajak 01.222.333.4-217.000 menjual 10 (sepuluh) unit 

mesin genset asal Jakarta kepada PT DEF di Pekanbaru 

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 0l.333.444.5-218.000. 

• PT DEF menanggung PPN yang dipungut oleh PT ABC dan 

merupakan Pengusaha Kena Pajak yang akan 

mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan mesin genset 
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• PT ABC mendaftarkan Pemberitahuan Pabean kepada kantor 

pabean pada tanggal 6 Mei 2021. 

• PT ABC wajib menyetor PPN yang dipungut atas penyerahan 

10 (sepuluh) unit mesin genset tersebut paling lama pada 

saat barang dikeluarkan dari KPBPB yaitu pada tanggal 6 

Mei 2021 dengan menggunakan SSP. 

• SSP diisi dengan cara sebagai berikut: 

pada kolom nama diisi dengan "PT DEF" dan kolom 

Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan "01.333.444.5-

218.000"; 

pada kolom kode akun pajak diisi dengan "411211" dan 

kode jenis setoran diisi dengan "100" dalam hal belum 

terdapat kode jenis setoran untuk penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha 

diKPBPB;dan 

pada kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan 

nama "PT ABC" dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

"O 1.222.333.4-217.000". 

b. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB 

• PT MNO (Pengusaha di KPBPB) dengan Nomor Pokok Wajib 

Pajak 02.999.888.9-224.000 menyerahkan jasa konsultansi 

bisnis kepada Nyonya Mira di Jakarta dengan Nomor Pokok 

Wajib Pajak 04.777.333.5-035.000. 

• PT MNO menerbitkan invois dan mengakui penghasilan 

dalam pembukuannya atas penyerahan jasa konsultansi 

bisnis tersebut pada tanggal 8 Mei 2021. 

• PT MNO melakukan penyetoran PPN atas penyerahan jasa 

konsultansi tersebut pada tanggal 15 Juni 2021. 

• Nyonya Mira menanggung PPN yang harus disetor oleh PT 

MNO dan Nyonya Mira sebagai Pengusaha Kena Pajak akan 

mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Jasa 

konsultansi bisnis tersebut. 

• SSP diisi dengan cara sebagai berikut: 

pada kolom nama diisi dengan "Nyonya Mira" dan kolom 

Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan "04.777.333.5-

035.000"; 

/ 
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pada kolom kode akun pajak diisi dengan "411211" dan 

kode jenis setoran diisi dengan "100" dalam hal belum 

terdapat kode jenis setoran untuk penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha 

diKPBPB;dan 

pada kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan 

nama "PT MNO" dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

"02.999.888.9-224.000". 

2. Contoh pencantuman nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha 

di KPBPB sebagai pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak: 

a. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB 

• PT GHI (Pengusaha di KPBPB) dengan Nomor Pokok Wajib 

Pajak 03.444.555.6-223.000 menjual 10 (sepuluh) unit 

sepeda asal Jakarta kepada PT JKL (pengusaha di Medan) 

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.666.777.1-122.000. 

• PT GHI mendaftarkan Pemberitahuan Pabean ke kantor 

pabean pada tanggal 7 Mei 2021. 

• Pada tanggal 7 Mei 2021, PT GHI menyetor PPN atas 

penyerahan 10 (sepuluh) unit sepeda sebesar 

Rp 10. 000. 000, 00 dengan menggunakan SSP. 

• Berdasarkan penelitian oleh kantor pelayanan pajak di 

KPBPB diketahui bahwa terdapat kekurangan penyetoran 

PPN atas penyerahan 10 (sepuluh) unit sepeda tersebut 

sebesar Rp2.000.000,00, dan PT GHI dihimbau oleh kantor 

pelayanan pajak di KPBPB untuk melakukan penyetoran 

atas kekurangan pembayaran PPN tersebut. 

• PT GHI menyetor kekurangan PPN yang dipungut sebesar 

Rp2.000.000,00 dengan menggunakan SSP. 

• PT GHI mengisi SSP dengan cara sebagai berikut: 

pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

diisi dengan PT GHI dan 03.444.555.6-223.000; 

pada kolom kode akun pajak diisi "411211" dan kode 

jenis setoran diisi "100" dalam hal belum terdapat kode 

jenis setoran untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB; 
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pada kolom uraian diisi dengan nama dan kolom Nomor 

Pokok Wajib Pajak PT JKL; dan 

pada kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan PT 

GHI dan 03.444.555.6-223.000. 

b. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB 

Sesuai dengan contoh pada angka 1 huruf b, apabila diketahui 

bahwa: 

• PT MNO tidak melakukan penyetoran PPN sampai dengan 

tanggal 30 Juni 2021; dan 

• berdasarkan himbauan oleh kepala kantor pelayanan pajak 

di KPBPB, PT MNO melakukan penyetoran PPN atas 

penyerahan jasa konsultansi bisnis tersebut dengan 

menggunakan SSP, 

maka: 

• PT MNO mengisi SSP dengan cara sebagai berikut: 

pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 

diisi dengan PT MNO dan 02.999.888.9-224.000; 

pada kolom kode akun pajak diisi "411211" dan kode 

jenis setoran diisi "100" dalam hal belum terdapat kode 

jenis setoran untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB; 

pada kolom uraian diisi dengan nama dan kolom Nomor 

Pokok Wajib Pajak Nyonya Mira; dan 

pada kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan PT 

MNO dan 02.999.888.9-224.000. 
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B. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN HASIL ENDORSEMENT 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH DJP ...... (1) ...... . 

KANTOR PELAYANAN PAJAK ........ (2) ....... . 

........ (3\. ...... . 

NOTIFIKASI ENDORSEMENT 
Nomor : ....... (4) ...... . 
Tane:e:al: ....... (5) ...... . 

Penjual (6) Pembeli (7) 

Nama : ................. . Nama : ................. . 
NPWP : ................ .. 
Alamat 

Nama 
NPWP 
Alamat 

No PPFTZ-....... (9) ........ : ....... (10) ...... . 

Tgl PPFTZ-....... (9)....... : ....... (11) ...... . 

No SPPB : ....... (12) ....... 

Tgl SPPB : ....... (13) ..... .. 

(14) 

NPWP : ................. . 
Alamat 

PPJK (8) 

[:=J Diberikan fasilitas PPN tidak dipungut 

[:=J Tidak diberikan fasilitas PPN tidak dipungut 

[:=J Fasilitas PPN Tidak Dipungut yang diberikan dibatalkan sehingga 

Notifikasi EndorsementNomor: ....... (15) ....... Tanggal: ....... (16) ....... dinyatakan tidak 

berlaku. 

(Barcode) 

LIST DATA FAKTUR 

No. No Faktur (17) Tanggal (18) 

1 

2 

dst. dst. dst. 

No ........ (4) ....... . Tanggal ....... (5) ...... . 

Hal ....... (19) ....... dari ....... (20) ...... . 

f 
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PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN HASIL ENDORSEMENT 

Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18) 

Nomor (19) 

Nomor (20) 

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di 

KPBPB. 

Diisi dengan kantor pelayanan pajak di KPBPB. 

Diisi dengan alamat, nomor telepon kantor pelayanan pajak di 

KPBPB. 

Diisi dengan nomor notifikasi Endorsement. 

Diisi dengan tanggal notifikasi Endorsement. 

Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat penjual 

di TLDDP, penjual di TPB, dan/ atau penjual di KEK. 

Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat pembeli 

di KPBPB. 

Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat 

perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. 

Diisi dengan kode pemberitahuan pabean. 

Diisi dengan nomor pemberitahuan pabean. 

Diisi dengan tanggal pemberitahuan pabean. 

Diisi dengan nomor surat persetujuan pengeluaran barang. 

Diisi dengan tanggal surat persetujuan pengeluaran barang. 

Diisi dengan tanda silang pada kolom sesuai dengan jenis 

notifikasi Endorsement. 

Diisi dengan nomor notifikasi Endorsement sebelumnya. 

Diisi dengan tanggal notifikasi Endorsement sebelumnya. 

Diisi dengan nomor Faktur Pajak. 

Diisi dengan tanggal Faktur Pajak. 

Diisi dengan halaman daftar Faktur Pajak. 

Diisi dengan jumlah halaman daftar Faktur Pajak. 
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C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PEROLEHAN ATAU PENGELUARAN 

BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK 

® PEMBERITAHUAN PEROLEHAN ATAU PENGELUARAN 
BA RANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK 

wt·,.-<•l",-<'l••._~ r,,,...,, .• ~.,.., (PPBJ) 

. ISi DEN GAN LENGKAP, BEN AR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISlAN 

A. KODE DAN NOMOR PPBJ : I I I I CD CD I I I I I I I 
B. OBJ EK TRANSAKSl : f 1. BKP BERWUJUD 2. BKP TIDAK BERWUJUD 3. JKP 

C. JENIS TRANSAKSI : c=J 1. PEROLEHAN 2. PENGELUARAN 3. PEMASUKAN 
BKP YANG BUKAN BKP YANG BUKAN 

PENYERAHAN PENYERAHAN 

D. ASAL/TUJUAN : c=J 1. TLDDP 2. KEK 3. TPB 4.KPBPB 

E. PENGELUARAN/PEMASUKAN : c=J 1. TERKAIT 2. TERKAIT 3. TTDAKTERKAIT 
BKP BERWUJUO DARI/KE KPBPB PEROLEHAN PENYERAHAN BKPTB/JKP 
YANG TIOAK OIKENAI PPN BKPTB/JKP BKPTB/JKP 

F. IDENTITAS PENGUSAHA DI KPBPB 

1. NAMA : I 
2. NPWP : I 
3. ALAMAT : 

I 
4. KPPTERDAFTAR : I 
5. KPBPB : c=J 1. BATAM 2. BINTAN 3. TANJUNG 4. SABANG 

BALA! 
KARIMUN 

G. IDENTITAS LAWAN TRANSAKSI 

1. NAMA : I 
2. NPWP/NIK : I 
3. ALAMAT : 

I 
4. KPPTERDAFTAR : I 

H. KONTRAK PEROLEHAN BKP/JKP ATAU PENYERAHAN BKPTB/JKP 

1. NO. DAN TANGGAL KONTRAK/ : 
I P ERJANJIAN TERTULIS 

2. RINCIAN BKP/BKPTB/JKP 

NO. JENIS POS TARIF/HS CODE URAIAN NILAI TRANSAKSI 

TOTAL NILAI TRANSAKSI 

DASAR PENGENAAN PAJAK 

UANG MUKA 

PPN DAN/ATAU PPnBMTERUTANG 

PPN DAN/A TAU PPnBMYANG MENDAPAT FASILITAS 

,. INFORMASI MENGENAI BKP BERWUJUD YANG PENGELUARAN/PEMASUKANNYA DARI/KE KPBPB TIDAK 

DIKENAI PPN DAN/ATAU PPnBM 

1. NO. DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN : I 
2. RENCANAJANGKAWAKTU PENGGUNAAN BARANG : I I s.d. I 
3. TUJUAN PENGGUNAAN BARANG : I 

4. RINCIAN BKP YANG PENGELUARAN/PEMASUKANNYA DARI/KE KPBPBTIDAK DI KENAI PPN DAN/AT AU PPnBM 

NO. JENIS POS TARl~/HS CODE URAIAN BARANG NILA! TRANSAKSI 

TOTAL NI LAI 

J. DATA REKENING YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN 

1. NOMOR REKENING : I 
2. NAMA PEMILIK : I 

3. NAMA BANK : I 

K. Dengan ini saya menyatakan ben:anggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam 

dokumen ini. 
. ......••.........•.. ,Tgl •..•...•..........•• 

Pengusahadi KPBPB 

Pembuat PPBJ 

( ............................................. ) 
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PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEROLEHAN ATAU PENGELUARAN 

BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK 

BAGIAN A. KODE DAN NOMOR PPBJ 

Diisi dengan kode dan nomor PPBJ dengan format sebagai berik:ut: 

1. Kode terdiri dari 3 (tiga) digit dengan format isian sebagai 

berik:ut: 

a. 2 (dua) digit pertama terdiri dari kode status sebagai 

berik:ut: 

00 (nol nol) untuk status normal; 

01 (nol satu) untuk status pembetulan; atau 

02 (nol dua) untuk status pembatalan. 

b. 1 (satu) digit berik:utnya merupakan kode pembetulan 

yang diisi dengan angka sesuai dengan status pembetulan 

sebagai berik:ut: 

1 (satu) untuk status pembetulan ke-1; atau 

2 (dua) untuk status pembetulan ke-2, 

dan seterusnya. 

2. Nomor PPBJ diisi dengan: 

a. 2 (dua) digit berik:utnya diisi dengan 2 (dua) digit terakhir 

tahun pembuatan PPBJ; 

b. 2 (dua) digit berik:utnya diisi dengan masa pajak (contoh: 

"O 1" untuk masa pajak Januari); dan 

c. 6 (enam) digit berik:utnya diisi dengan nomor urut PPBJ 

yang dimulai dengan angka 000001 pada setiap awal masa 

pajak. 

BAGIAN B. OBJEK TRANSAKSI 

Diisi dengan kode transaksi dengan ketentuan sebagai berik:ut: 

1 (satu) untuk perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak 

berwujud; 

2 (dua) untuk perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud; dan 

3 (tiga) untuk perolehan/penyerahan Jasa Kena Pajak. 

BAGIAN C. JENIS TRANSAKSI 

Diisi denganjenis transaksi Wajib Pajak dengan ketentuan sebag/ 
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berikut: 

1 (satu) untuk transaksi perolehan: 

a. Barang Kena Pajak berwujud; atau 

b. Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena 

Pajak yang tidak melekat pada Barang Kena Pajak 

berwujud yang dikeluarkan atau dimasukkan dari atau ke 

KPBPB. 

2 (dua) untuk transaksi pengeluaran Barang Kena Pajak 

berwujud yang bukan penyerahan yang dikenai PPN. 

Contoh: 

Pengeluaran sementara mesin untuk kegiatan konstruksi di 

TLDDP atau pengeluaran barang retur ke TLDDP. 

3 (tiga) untuk pemasukan Barang Kena Pajak berwujud yang 

bukan penyerahan yang dikenai PPN. 

Contoh: 

Pemasukan sementara barang dari TLDDP untuk keperluan 

peragaan atau demonstrasi. 

BAGIAN D. ASAL/TUJUAN 

Diisi sesuai dengan: 

asal Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang 

diperoleh/ dimasukkan ke KPBPB; atau 

tujuan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang 

diserahkan/ dikeluarkan dari KPBPB. 

BAGIAN E. PENGELUARAN/PEMASUKAN BKP BERWUJUD DARI/KE KPBPB 

YANG TIDAK DIKENAI PPN 

Kolom E diisi apabila kolom C diisi dengan angka 2 atau angka 3, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 (satu) untuk pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak 

berwujud yang terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak 

tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

KPBPB. 

Yang dimaksud dengan pengeluaran/ pemasukan Barang Kena 

Pajak berwujud terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak 

tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak apabila Barang Kena 

Pajak berwujud dikeluarkan/ dirnasukkan dalarn ran/ 
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memperoleh Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa 

Kena Pajak tersebut. 

Contoh: 

Pengeluaran bahan baku untuk diolah oleh pengusaha jasa 

maklon di TLDDP atau pemasukan sementara eskavator untuk 

kegiatan konstruksi di KPBPB. 

2 (dua) untuk pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak 

berwujud yang terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak 

tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di 

KPBPB. 

Contoh: 

Pengeluaran mesin pabrik oleh pengusaha jasa perbaikan dan 

perawatan mesin di KPBPB kepada pemilik barang di TLDDP 

atau pemasukan bahan baku untuk diolah oleh pengusahajasa 

maklon di KPBPB. 

3 (tiga) untuk pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak 

berwujud yang tidak terkait dengan perolehan/penyerahan 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak. 

Contoh: 

Pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak untuk tujuan 

retur atau demonstrasi. 

BAGIAN F. IDENTITAS PENGUSAHA DI KPBPB 

1. NAMA 

Diisi sesuai dengan nama Pengusaha di KPBPB. 

2. NPWP 

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di 

KPBPB. 

3. ALAMAT 

Diisi sesuai dengan alamat Pengusaha di KPBPB. 

4. KPP TERDAFTAR 

Diisi sesuai dengan kantor pelayanan pajak Pengusaha di 

KPBPB terdaftar. 

5. KPBPB 

Diisi sesuai dengan nama KPBPB lokasi Pengusaha di KPBPB 

J 
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BAGIAN G. IDENTITAS LAWAN TRANSAKSI 

1. NAMA 

Diisi sesuai dengan nama lawan transaksi Pengusaha di 

KPBPB. 

2. NPWP/NIK 

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor 

induk kependudukan lawan transaksi Pengusaha di KPBPB 

dalam hal lawan transaksi Pengusaha di KPBPB tidak memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak. 

3. ALAMAT 

Diisi sesuai dengan alamat lawan transaksi Pengusaha di 

KPBPB. 

4. KPP TERDAFTAR 

Diisi sesuai dengan lokasi KPBPB dimana Pengusaha di KPBPB 

berkedudukan. 

BA GIAN H. KONTRAK PERO LEHAN BKP / JKP ATAU PENYERAHAN BKPTB / JKP 

Bagian H diisi dalam hal transaksi berupa: 

a. perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak; atau 

b. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena 

Pajak yang melekat pada Barang Kena Pajak yang 

dikeluarkan/dimasukkan pada bagian C angka 2 dan angka 3. 

Bagian H diisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. NO. DAN TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN TERTULIS 

Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal kontrak/ perjanjian 

tertulis atas: 

perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; 

atau 

penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa 

Kena Pajak yang melekat pada Barang Kena Pajak yang 

dikeluarkan/ dimasukkan pada bagian C angka 2 dan 

angka 3. 

2. RINCIAN BKP/BKPTB/JKP 

Diisi dengan informasi mengenai transaksi Barang Kena Pajak, 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak 

yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau 

sesungguhnya. I 
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BAGIAN I. INFORMASI MENGENAI BKP BERWUJUD YANG 

PENGELUARAN/PEMASUKANNYA DARI/KE KPBPB TIDAK DIKENAI PPN 

DAN/ATAU PPnBM 

Bagian I diisi apabila transaksi merupakan penyerahan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang melekat pada 

Barang Kena Pajak yang dikeluarkan/ dimasukkan (kolom C diisi 

dengan angka 2 atau angka 3) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. NO. DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 

Diisi apabila PPBJ dibuat untuk pengeluaran sementara atau 

pemasukan sementara barang dari/ke KPBPB. 

Nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean yang diisi 

merupakan Pemberitahuan Pabean atas: 

a. pengeluaran barang, dalam hal PPBJ sehubungan dengan 

pengeluaran sementara; atau 

b. pemasukan barang, dalam hal PPBJ sehubungan dengan 

pemasukan sementara. 

2. RENCANA JANGKA WAKTU PENGGUNAAN BARANG 

Diisi dengan tanggal rencana penggunaan Barang Kena Pajak 

berwujud. 

3. TUJUAN PENGGUNAAN BARANG 

Diisi dengan keterangan tujuan penggunaan Barang Kena 

Pajak berwujud. 

4. RINCIAN BKP YANG PENGELUARAN/PEMASUKANNYA 

DARI/KE KPBPB TIDAK DIKENAI PPN DAN/ ATAU PPnBM 

Diisi dengan informasi mengenai transaksi Barang Kena Pajak 

berwujud yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

atau sesungguhnya. 
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BAGIAN J. DATA REKENING YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN 

BAGIAN K. 

Bagian ini diisi apabila Pengusaha di KPBPB memperoleh Barang 

Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak. 

1. NOMOR REKENING 

Diisi sesuai dengan nomor rekening pembayaran yang 

digunakan dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak. 

2. NAMA PEMILIK 

Diisi sesuai dengan nama pemilik rekening pembayaran yang 

digunakan dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak. 

3. NAMA BANK 

Diisi sesuai dengan nama bank rekening pembayaran yang 

digunakan dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak. 

1. . ................. Tanggal. ........ ........ . 

Diisi dengan tempat dan tanggal PPBJ dibuat. 

2. N ama dan tanda tang an 

Diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan Pengusaha di 

KPBPB atau pengurus dalam hal Pengusaha di KPBPB 

berbentuk badan usaha. Cap tanda tangan atau scan tanda 

tangan tidak diperkenankan. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

· Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

~--
ministrasi Kementerian 

AB )"l 
... 13-199703 1 001 
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